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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pada Bab-bab terdahulu, dengan mencermati data dan

hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan penyidik diwajibkan mengajukan permohonan izin tertulis ke Gubernur

Bank Indonesia dalam rangka membuka rahasia bank antara lain :

a. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian artinya dalam melakukan
penyidikan perkara korupsi, penyidik diharapkan tidak melakukan kesalahan-
kesalahan yang dapat menghambat proses penyidikan perkara korupsi.

b. Tidak terlepas dari falsafah kerahasiaan bank antara lain bahwa :

1) Hak setiap orang/badan hukum untuk tidak diikutcampuri masalah yang
bersifat pribadi (personal privacy atau financial privacy right).

2) Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dengan nasabahnya.
Artinya bank akan menjaga kerahasiaan nasabah yang mengadakan
perikatan dengan bank.

3) Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan.

Sudah menjadi kebiasaan di perbankan bahwa dalam rangka keamanan
dan kenyamanan nasabah, bank akan merahasiakan nasabahnya.

4) Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai lembaga kepercayaan.
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Atas dasar peraturan perundang-undangan, artinya dalam Undang-undang
Perbankan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) disebutkan bahwa
rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah dan
simpanannya.

Untuk meyakinkan dan menenangkan nasabah ketika nasabah
menyerahkan keterangan pribadi yang bersifat rahasia kepada bank.
Dalam rangka daya tarik nasabah supaya bersedia menyimpan uangnya di
bank, sehingga rahasia pribadi tentang nasabah dan simpanannya harus
dirahasiakan.

Konsep filosofis rahasia bank tetap dijunjung oleh pihak bank sehingga

segala sesuatu yang menyangkut kerahasiaan bank harus tetap dijaga.

2. Dampak yang muncul sehubungan dengan prosedur permohonan izin tertulis

ke Gubernur Bank Indonesia untuk mengetahui keadaan keuangan tersangka

tidak turun atau turun dalam waktu yang lama adalah :

a. Proses penyidikan bertambah lama.

b.

Dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyidikan perkara

korupsi tersebut.

c. Tidak menjamin kepastian hukum

Hilangnya barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang

dilakukan tersangka.

c. Tidak ada dampak terhadap pelayanan jasa perbankan pada bank yang

diperintahkan membuka rekening tersangka, karena pembukaan rekening

tersangka bersifat rahasia.
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B. Saran.

1. Seyogyanya penyidikan perkara korupsi yang berkaitan dengan rahasia bank
tetap berjalan dengan optimal diharapkan penyidik dapat lebih meningkatkan
profesionalisme antara lain dengan menguasai segala aturan yang berkaitan
dengan perbankan, kejahatan di bidang perbankan termasuk kerahasiaan bank.

2. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan penyidikan diharapkan penyidik
bersikap proaktif antaral lain melakukan koordinasi terpadu dengan Kantor Bank
Indonesia.

3. Seyogyanya kewenangan pemberian perintah atau izin membuka rahasia bank
dapat didelegasikan ke Pemimpin Bank Indonesia di daerah dengan Kriteria
tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan Bank Indonesia.

4. Untuk ke depan seyogyanya Kejaksaan tidak harus meminta izin terlebih dahulu
kepada Gubernur Bank Indonesia pada saat melakukan penyidikan perkara
korupsi yang menyangkut mengenai keadan keuangan tersangka (rahasia bank),
seperti kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur
dalam Pasal 12 (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Seyogyanya dalam rangka mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih
optimal maka instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan perkara
korupsi tidak hanya satu instansi tetapi lebih dari satu yaitu Kejaksaan, Polri dan

KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ).
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